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BINGEASAN

Studi ini bertujuan untuk  menganalisis apakah perubahan belanja modal
mempunyai hubungan dengan indikasi frowd pada pemerintah daerah dalam konteks
Sistem Pengendalian Intern yang lemah. Penelitian ini menggunakan data sekunder
oerupa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPE RI terhadap pemeriksann tahun anggearan
2006 dan 2007. Populasi dalam penelitian ini adalah kabupatenkota di Sumatera.
Sedangkan sampel yang diambil adalah scbanyak 36 kabupatenkota dengan metode
pengambilan sample  bersifat purposive sampling. Pengujian Hipotesis menggunakan uji
tanda { sign fest ) dan uji ¢ rest),

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan belanja modal mempunyai
subungan positif secara siginifikan dengan indikasi terjadinve frowd. Penelitian ini

¢ mengimplikasikan bahwa dalam konteks SPI lemah proses belanja modal dapat

cerimplikasi froud dan kerugian negara, Proses belanja modal melibatkan 3 tahap yaitu
hap pra tender, tahap pemawaran dan negosiasi, tahap pelaksanaan dan penyelesaian
sdministratif. Pada setiap tahap ini indikasi terjadi fraud berpeluang terjadi.

Tesis ini menyimpulkan bahwa perubahan belanja modal mempunyai hubungan
=engan indikasi terjadinya frowd pada pemerintahan daerah di Sumatera. Selanjutnya
masil analisis keondisi sistem pengendalian interen menunjukkan bahwa salah satu faktor
“tama penyebab terjadinya fraud disebabkan oleh kelemahan sistem pengendalian inter.

*.ata kunci : perubahan belanja modal, sistem pengendalian interen, indikasi terjadinya
fravud



BAB I

PENDAHULUAN

L1. LATAR BELAKANG MASALAH

Perwujudan good povernance dalam pengelolaan kevangan negara dan
dacrah belumlah scsempurna konsep yang ditawarkan, Masih banyak kehocaran-
kebocoran vang terjadi dalem pengelolaan kewanpan baik dalam sikles perencanaan
(penyusunan anggaran), siklus implementasi maupun pengawasannva.

Teddy {2007) menyebutkan femahnyva tata kelola birokmasi di Indonesia dan
maraknya tindak korupsi beik vang ilegal maupun vang dilegalkan dengan aturan-
aturan vang dibuat oleh penyelenggara negara, merupakan tantanpan besar vang
masih harus dihadapi negars ini. Kualitas tata kelols yang buruk ini tidak gaja telah
menurunkan kualitas kehidupan berhanpsa dan bernegara, tetapi juea telah banyak
metnakan korban jiwa dan bahkan ancaman akan terjadinya knse generation bag
Indonesin. Efek dari buruknys 1ata kelola di negara ini mulai terlihar seperti
persistensi tingkal kemiskinan vang relatif masih linggl, pengangguran, gizi bunsk.
rendahnya kualitas pelayanan publik, rendahnya penempan standar keselamatan
transporlasi serta ketimpangan amtar kalangan masvarakat viang scmakin nyata
diperiontonkan.

Rendahnya akuntabilitas merupakan sebuah kelemahan vang mesnjodi sorotan
yang sangat penting dalam penpeloizan keuangen nepara dan dacrah. Banyaknya
nzsil audit BPK yang memberikan apini diselaimer pada tingkat pusal maupun
daerah dapat menjadi prototype sebuah pengelolaan keuanpan yang lidak akumiable.
HIFE (2009) mengekspos Pokok — pokok Laporan Hasil Pemeriksaan Semesier |

iahun 2008, atas pemeriksaan laparan kevanpen TA 2007, BPK memberikan opini:
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PENDANHULUAN

L1. LATAR BELAKANG MASALAITI

Perwwjudan good governance dalam pengeloloan kevangan negara dan
dacrah belumlah sesempuma koensep vang ditawarkan, Masih banyak kebocoran-
kebocoran vang tecjadi dalam pengelolaan keuangan baik dalam siklus perencanaan
{penyusunan anggaran), siklus implementasi maupun pengawasannya.

Teddy (2007} menyebutkan lemahnva tata kelela birokrasi di Indonesia dan
maraknya tindak korupsi baik vang ilepal mavpun yang dilepalken denpan atumn-
aturan yang dibuat oleh penyelengparn nepara, mempakian fantangan besar yang
masih harus dikadapi negara ini. Kualitas tata kelala vang buruk ini tidak seja telab
menurunkan kualitas kehidupan berbanpgsa dan bernegara, tetapi juga telah banyak
memakan korban jiwa dan bahkan ancaman akan terjadinys lost gencration bapi
Indonesia, Efek darl buruknya tatr kclola di negara ini mulai terlihat seperti
persistensi Ungkal kemiskinan vang relatif masih tinggl, pengangguran, gizi burak.
rendahnya kualitas pelayanan publik, rendahnys penerapan standar keselamatan
tramsportas] scria ketimpangan antar kalanpan masyaraket yang semakin nvata
dipertontonkan.

Rendalinva akuntabilitas merupakan schuah kelemahan yang menjadi sorotan
vang sangat penting dalam pengelolaan keusngan negara dan daerah. Banyaknya
hasil audit BPK yang memberikan opini disclaieer pada tinghkat pusat maupun
dagrah dopat menjedi profodepe sebuah pengelolaan kevangan yang Gdak akudioble.
BFK (2009) mengekspos Pokok — pokok Laporan Hasil Pemeriksaan Semester ||

tzhun 2008, atas pemeriksaan laporan kewangan TA 2007, BPK memberikan opini:



(a} Wajar Tawpa Pengecualion / WTP  kepada 1 entitas, (hy Wajar Dengar
Pengecualian ¢ WDP kepada 110 entitas, (c) Tidak MemberikanPendapat ¢ TMP
kepada 72 entitas, dan (d} Tidak Wajar / TH kepada 8 entitas,

Diiringi dengan kerugian-kerugian negara dan daerah vang disebabkan
mahalnya harga input unluk melaksanzkan kegiatan dengan output yang ditetapkan
atay harpa inpul yang standar menghasilkan output yang murah bahken nantinya
tidak dapat dimanfaatkan. Hal ini menggambarken bahwa masih belum berartinya
prinsip value for money dalam pengelolean keuangan yaitw efisiensi ekonomis dan
cfekrif. Selanjutnya masih kurangnya transparansi dalam pengambilan kehijakan-
xebijakan oleh pengambil keputusan masih mewarnai pengelolaan kevangan negara /
daerah bahkan produk sturan - awran yang dibuzt oleh pemerintah mengindikasikan
adanya kontroversial antara satu produk hukem dengan produk huekum lainnya
sehingea menimbulkan ambiguitas (penafsiren ganda) dalam implementasinya.
Perangkat aturan yang dibuat oleh pusat untuk deerah kadang tidak sesuai dengan
kebuluhan dan masalah vang dihadapi ofeh tiap-tiap daersh, Namun daseab sendiri
belum mamps stau ragy dalam membuat keputusan untuk dacrahnya sendiri,

Begitu pun kebijukan-kehijakan khusus menpenai pengpunaan vang di daerah
sulit diperangpuengiawabkan  dalam  berbagai kondisi baik  ketidaktersediaan
anggaran maupun tidak sahnya belanja (fiktif). Fenomena perwujudan good
governance dalam  pengelolasn kewanpan negara dan daerah mengindikasikan
rerjadinya kecurangan {frawd) dalam herbagai siklus pengelalasn keuangan sekior
publik di negara kita ini. Betapa pun baiknya suatu teori, konsep tata kelola kevangan
calow diiringl dengan frand sasatan good povernonce tidak tercapai. Indikasi fraud
1 dapal ditinjau dari banyaknya temuan-temuan baik oleh auditor internal maopun

=ksternal disamping juga kasus-kesus yang sudah sampai ke pengadilan,



ol

Demikian juga besarmya jumlah Korupsi masih mawamai kehidupan
kenegaraan di negara Indonesiz | dalam Efendi (2008) Transparancy  fntermational
setinp lehun sejak tahun 1995 selalu menerbitkan Indek Persepsi Korupsi atau
Corruption Perception Index (CPI dan melapotkan rmnking atau peringhkat negara
sesuai skor CPl yang diperoleh, Skor CPI berkisar antara 0-10. Skor Indonesia tahun
2007 adalah 2,3 merupakan ranking 143 dari 180 nepara sedunia. Selain itu dari 32
negara di wilayah Asia Pasifik ternyata Indonesia mendapatkan ranking 25 atau satu
tingkut di atas Bangladesh. Tahun 2006 skor CP1 Indonesia adalsh 2,4 merupakan
ranking 130 dari 163 negara sedunia. Adapun untuk wilavah Asia Pasifik Indonesia
menempati ranking 20 sama persis dengan negara Papun New Coinea, hal ini
menunjukkan bahwa skor CPI Indonesia lebih jelek dibandingkan whun 2006 atau
turun 0,1 point dibandingkan dengan negara lain di dunia peringkat Indonesia juga
wrun dari 130 ke 143, Walaupun pada tahun 2008 skor CP1 sudal meningkat
menjadi 2,6 nemun masih menempatkan Indenesia pada urutan sangat rendah vaitu
rangking 126 dari 180 negara, Transparancy nfermational | 2008 ) |

Dari jenis-jenis frand, penyalahgunaan aset {(dsset Missapropriution)
Khususnya aset tetap merupakan kasus vang sering terjadi dalam pengelolaan
xevangan  negara‘daerah  baik pada tahap angparan, pelaksanaan  mawpun
pengawasan.  Demikian  juge dalam  hal pengedasn,  pemeliharaan malpLn
penyimpanan | penatzusahaan sampai denpan penghapusen,

Dari fenomena tersebut penulis tertarik untuk melakukan pengujian lentang
assel dengan ruang lingkup pembahasan pada pengadaan asset di instansi pemerintah
daerzh. Dimana dari pengadaan inileh permasalaban berawal dan sering terjadi.
Pengadagn asset ini adalah dari pengeluaran pemerintzh berupa belanja. Berdasarkan

regulasi yang berlaku (Permendagri ™o, 13 tahun 2006 yang diubah dengan



Permendagei Mo, 59 tahun 2007 tentang Pedoman pengelalaan Kewvangan daerah)
pola  struktur  akuntansi pemerintah deerah untuk pengadean  assel  fetap
dikelompokkan pada belanja maodal.

Penelitian secara terpisah antara belanja modal dan feaud sudah banyak
dilakukan cleh peneliti. Abdullsh dan Halim (2006) yang mengkaji masalah
pembuatan kebijakan pengalokasion anggaran belanja modal dalam hubungannya
dengan belanja pemelibaraan untuk asset ttap yang dihasilkan dari helanja modal
tersebut. Sclain itu belanja modal terkait dengan sember pendapatan atau pendanaan
yang fersedia, Mala (2006) melakukan penelitian dengan  judul  Pengaruh
Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan, Asli Dacrah Dan Dana Alokasi Umum
Terhadap  Pengalokasian  Anggaran Belanja Modal, Septiana (20061, meneliti
pengaruh pendapatan asli dacrah techadep belanja modal dan pengaruh belanja modal
terhadup helanja operasional dan pemcliharaan pada pemerintah Kabupaten/kota di
Indonesia

Dalam bidang frawd kalangan peneliti ada vang fokus pada hubungan frawd
dengan tingkat pelayanan masvarakst misalnva Filmer and Pritcheu {1999)
melakukan sebuah penelitiun yang menghubungkan belanja publik dengan manfazt
layanan kesehatan. Ada juga yang menguji hubungan frand denpan kinerja ekonomi
musalnya Fisman and Svensson (2000) dalam Reinikka, Ritva & Jakob Svensson
(2005}, sedangken  Mahmoed (2007 memfokuskan pada kajian schab-zebab

terjadinya frond den bagaimana cara mencegahnya

Peneliti dalam neperi antara lain Akbar (Z008) menguji perscpsi auwditor
ndependen terhadap keefektifan red fags dalam mendeteksi Sfrawd pada pelaporan

ceuangan, Peneliti lainnya Kuornia (2006) menemuokan pola-palz kecurangan di



scktor publik vang bisa diungkap melalui Hasil Pemeriksazn BPE BRI Perwakilan ¥
di Denpasar Trhun 2005-2006.

Faktor —faktor wtama vang menyebabkan terjadinva fraud menurut model
Klitgaard {1996} dalam Mahmood (2005} secara sederhana adalah

Corruptivn = Monopoly Power + Discretionary Poewer - Aecountrbilizy

Dari model tersebut akentabilitas adalah fakior pengurang terjadinva korupsi.
Determinan Accowntabiliy (Pope,2000 dan Van Rijekephen and Weder,199%) tecdii
dari mekanisme skuntabilitas imernal dan skuntabilitas eksternal, Dalam mekanisme
akuntabilitas internal berbubungan dengan sistern akuntahilitas yang bekerja kedalam
pada sebuah departemen. Disinilah terkail sistem pengendelian infern seperti
meningkatkan monitoring, supervisi oich atasen, mempertegas  deteksi  dan
pelaksanaan prosedur internal audit, disamping jupa proses rekruitmen pegiwal yang
dapat dijamin kualitasnya.

Merujuk dari model tersebut penulis menduga faktor vang ikul herperan
calam temjadinya frowd pads belanja modal adalah apabila terjadi kelemahan
rengendalian interen instansi pemerintah khususnyva dalam pengelalaan belanje
modal. Sistem pengendalian internal pemerintzh teridiri dari 5 elemen dan aplikasi
dengan dengen kegiatan belanjr modal secara ringkas sebagai berikut : perfamm,
ingkungan pengendalian, adanya staf pengadaan yang terlatih dengan haik,
pemberlekuan sanksi bagi rekanan yang wan prestasi, struklur penggajian vang
pantas ; pemberian honor yang memadal pada panitia, sarana dan prasarana vang
memadai | komputer,ruangan, atk dan lain-lain. Kedua, penilaian resiko, penerapan
cebijakan akuntansi  keuangan daerah yung menguk pads Standar Akuntansi
Semerintohen . Keriga, kegiatan pengendalian, perle ada nyd pernisahan fungsi seperti

sonsultan perencana dan pengawas  tidak  dilaksananakan oleh  sat orang,
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BAB TV
HASIL IDAN PEMBAHASAN
Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menguji hubungan perubahan
helanja modal dengan indikasi terjadinva frand, Bab inj memaparkan hasil penelitian
dan pengujian hipotesa penelitian. Selanjutnya, hasil penclitian dibahas dengan
menggunakan perspektif teori dan penelitian sebelumnya yang sudzh disampaikan

pada Bah 2.

4.1, Analisis Belanja Modal dan Indikasi Fraud di Kabupaten Sampel
Bentuk-bentuk fraud di daersh sampel penelitian berdasarkan analisic isi
feortent analyaiz) terhadap LHP BPK RI tahun 2006 dan 2007 didapatkan jenis-jenis
Jraud pada umumnya hampir sama dan dapat dikelompokkan atas [2 temuan seperti
terlihat dibawah ini.
Tabel 4.1.

Bentuk-Bentuk Indikasi Frand di Daerah Sampel

| Ma ) Bentuk —bentuk Indikasi Frowd Persentase

.| Tidek dicairkannya jaminan pelaksanaan pekerjasn atas 3.6%
pemutusan kontrak pelaksanaan pekerjaan
2. | Terdapat kelebihan pechitungan pekerjaan pada kepiatan 2. 8%
swakelola
i 3. | Terdapat pekerjaan fisik tidak sesuai kantrak 3.6%
4. | Terdapat keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang belum 30,5%

dikenakan denda

+. | SPZD LS pihak ketiga uniuk beberapa  Sawan  Kerjo 2.8%
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BAR W
PENUTUT
Bab lima ini berisi simpulan dan saran yang dibuat berdasarkan hasil dan

diskusi penelitian, keterhatasan penclitian dan saran bagi penelitian selanjutnya.

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil anelisis dalam penclitian ini dupat disimpulkan bahwe

|. Perubahan belanja modal mempunyai hubungan positf yang signifikan
dengan indikasi terjadinya fraud pada keuangan pemerintzh daerah. Dalam
hal bertambahnya besaran belanja modal akan hertambah jupa indikesi
terjadinya frayd,

Z. Sistem pengendalion intem adalah penyvebab utama terjadinya indikesi fraud.

3. Skema fraud yang sering terfudi pada proses belanja modal dalam 3 (tige)
nominasi yailu keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang belum dikenakan
denda, kekurangan volume pekerjaan dan kelehihan pembayaran ftem
pekerjaan . Hul ini perlu menjadi perhatian bagi pemerintah daerah wniuk
dapat diantisipasi

4. Kondisi yang dapat menjadi penyebab indikasi terjadinya fraud secara umum
3 (tiga) nominasi adalah lemahoya pengewasan dan pengendalian dari para
Pengguna Anggaran, kurang berjalannya sehagian fungsi organisasi seperti
PPTK, Pengawas Lapangan/Supecvisi dan Panitia Semb Terima Kegiatun dan
prosedur yang ditempuh dalam pelaksanazn pekerjran tidak mempedomani
ketenfuan yang berlaku. Tiga faktor tersebut meneapai jumlah 75.49%,

sehingga dapat disimpulkan penyebab tersebur memupakan penvebab utama



T3

L1
dari  terjadinys  indikasi fraud vang memepakan  kelemahan  Sistem

Pengendalian [ntern

5.2 Baran

5

I

id

Drari kesimpuolan di atas disarankan:

Kepada Pemerintah Dacrah agar memahami proses pengadaan belanja modal
dengan baik dan mengantisipasi skema fraud vang sering leradi pada
pengelolaan kewangan khususnya belanja modal dalam 3 {tiga) nominasi
yaitu keterlambatan pelaksanaan pekerjaan vang belum dikenakan denda,
kekurangan volume pekerjann dan kelebihan pembayaran item pekerjazn.
Kepada Pemerintah Daerah supava tidak terjebak pada fraud maka egar
memperkuat sistem pengendalizan intern dengan melaksenakan unsur — unsur
pengendalian intern sccara lerintegrasi sebagaimana telsh dioter dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008

Implikasi bagi pengembangan SPIF Deeral terkait aparatur penpuwasan
internal pemerintah di daerah apar dapat memahami belanja pemerintali
khususnya belanja modal yang mempun yai potensi terjadinya fraud. Aparatur
pengawasen imternal pemerinlah perlu melakukan penilajan terhadap sistem
pengendalisn intern bukan hanyva untuk menentukan skop audit tetapi agar
bermanfaat bagi suditi untuk dijadikan bahan pertimbanpan merealisasikan
anggaran belanja modal. Kalau Sistem pengendalian Intern yang lemah maka
untuk mengurangi  froud  dengan menjatulikan hukuman sebapai upaya
represil bagi pelakunya belumlah memadai sehingga diperlukan upaya
preventit yang  sejalan berupa  instrumen yeng  dapat  memperkuat

pengendalian intern pemerinah,



4.

T4

Perlu pengkajian lebih mendalam terhadap heberapa daerah yang mengalami
unomali dalem penclitian ini walaupun tidak signifikan mempengaruhi
keputusan pengujisn pada penelitian jni, vaitu adenya daerah yang dapat
mengurangt indikasi terjadinys frawd dalsm kondisi besaran belanja modal
berlambah dan sebaliknys ada juga daeruh yang bertambah besar fraudnva

dengan penuminan besaran belanja modal

2.3, Keterbatasan dan saran bagi penelitian selrnjutnya

Ind

Penelitian ini barw melakukan pengujian pada kondisi sistem pengendalian
yang lemah, pada penelitian selanjutnya perlu mengkoji pengaruh sistem
pengendalian intern yang kuat lerhadap fraud pada belanja modal

Penelitian ini hanya menggunakan data one shoot study pada tahun 2006 dan
2007 yang merupaken hasil pemeriksaan BPK RI tahun 2007 dan 2008
Belum mengkaji trend belanja modal dan indikasi terjadinya frawd dari
beberapa tahun ke tahun pada penclitian selanjutnya perly menghaji trend

helanja modal dan fraud dengan rentetan tahun tertentu
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